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ABSTRAK 

 

Eveline Shanestia / 222016246 / 2020 / Pengaruh Keadilan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak 

dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang 

Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada KPP Pratama 

Palembang Ilir Barat). 

 

Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh keadilan pajak, kepatuhan wajib pajak 

dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi 

mengenai penggelapan pajak (tax evasion). Tujuannya untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak, 

kepatuhan wajib pajak dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak terhadap persepsi wajib 

pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak (tax evasion) di KPP Pratama Palembang Ilir 

Barat. Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Sampel 

dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuesioner. Uji hipotesis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil 

penelitian ini secara simultan keadilan pajak, kepatuhan wajib pajak dan kemungkinan 

terdeteksinya kecurangan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi 

mengenai penggelapan pajak. Hasil penelitian secara parsial, keadilan pajak dan kemungkinan 

terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang 

pribadi mengenai penggelapan pajak sedangkan kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. 

 

Kata Kunci : Keadilan, Kepatuhan, Terdeteksinya Kecurangan, Penggelapan Pajak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional Indonesia, khususnya dibidang ekonomi terus 

diupayakan dalam rangka mencapai kesejateraan hidup masyarakat. Dalam 

rangka membiayai pembangunan nasional, pemerintah terus berusaha 

meningkatkan sumber penerimaan dari dalam negeri yang berasal dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terdapat tiga sumber 

penerimaan APBN yang dibuat oleh pemerintah yang menjadi pokok andalan, 

yaitu penerimaan dari sektor pajak, migas dan bukan pajak. Dari ketiga sumber 

penerimaan tersebut, penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan terbesar negara. Pajak merupakan kontribusi wajib pajak 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat dan negara. 

Membayar pajak merupakan suatu aktivitas yang tidak bisa lepas dari 

kondisi behavior wajib pajak. Faktor yang bersifat emosional akan selalu 

menyertai pemenuhan kewajiban perpajakan. Permasalahan tersebut berakar 

pada kondisi membayar pajak adalah suatu pengorbanan yang dilakukan warga 

negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada negara dengan sukarela. 

Wajib pajak tidak memperoleh kontraprestasi secara langsung atas apa yang 

sudah dibayarkan. Hal ini akan terjadi lebih besar pada wajib pajak orang 
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pribadi yang memiliki penghasilan tinggi, yang tentunya harus membayar 

pajak besar pula karena tarif pajak dan lapisan penghasilan kena pajak akan 

berada pada level yang tinggi. Sehingga untuk mencapai tingkat kepatuhan 

pajak yang baik menjadi suatu hal yang memerlukan kesukarelaan yang luar 

biasa dari masyarakat dalam usahanya memenuhi kebutuhan perpajakannya. 

Pajak merupakan kewajiban rakyat sebagai warga negara yang baik, 

namun dalam pelaksanaannya terdapat banyak hambatan. Salah satu 

hambatannya yaitu dimana wajib pajak menganggap bahwa pajak merupakan 

ancaman yang dapat mengurangi pendapatan sehingga beban pajak harus 

ditekan seminimal mungkin bahkan dengan menghindari pajak tersebut. Dilain 

pihak, masyarakat pembayar pajak sebagai pihak yang harus membayar pajak 

tanpa mendapatkan pengembalian jasa secara langsung atas pembayaran yang 

dilakukan. Hal ini menimbulkan kontra pada persepsi wajib pajak, baik badan 

maupun pribadi, yang menyatakan bahwa pajak merupakan hal yang dapat 

mengurangi kenikmatan yang diperolehnya. Pandangan inilah yang kemudian 

mendorong wajib pajak untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum 

perpajakan.  

Usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meloloskan diri dari 

pajak merupakan usaha yang disebut perencanaan pajak (tax planning). Tax 

planning adalah cara yang dilakukan untuk meminimalisasi kewajiban pajak 

yang pada akhirnya adalah pengeluaran uang untuk membayar pajak. Tujuan 

tax planning yang utama adalah untuk mencari berbagai kemungkinan yang 

dapat ditempuh oleh wajib pajak agar dapat membayar pajak dalam jumlah 
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yang paling kecil. Dalam tax planning  ada 2 macam cara yang dapat dilakukan 

wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yaitu penghindaran pajak 

(tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion) (Wirawan dan Diaz, 

2014:15). 

Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah suatu usaha pengurangan 

secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di 

bidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan pemotongan-

pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur 

dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku 

(Erly, 2014:21). Menghindari pajak merupakan gejala biasa yang dilakukan 

dengan upaya masyarakat menahan diri, mengurangi atau menekan konsumsi 

barang-barang yang dikenakan pajak. Penghindaran pajak hal yang dapat 

dibenarkan karena tidak merugikan negara. Biasanya menghindari pajak 

dilakukan dengan tidak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan 

pengenaan pajak (Siti, 2017: 202). 

 Penggelapan pajak (tax evasion) adalah manipulasi ilegal terhadap 

sistem perpajakan untuk mengelak dari pembayaran pajak. Tax evasion 

merupakan pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan 

yang disengaja untuk menghindari pembayaran pajak, misalnya pemalsuan 

pengembalian pajak (Abdul dkk, 2014: 8).  Penggelapan pajak ini terutama 

terdapat pada pajak-pajak yang untuk penentuan besarnya, para wajib pajak 

harus bekerja sendiri dengan menggunakan pemberitahuan dan dokumen-

dokumen lain. Para wajib pajak dapat mengabaikan sama sekali formalitas-
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formalitas yang harus dilakukannya, atau memalsukan dokumen, atau 

mengisinya kurang lengkap. Pembukuan juga memberi kemungkinan untuk 

penggelapan pajak. Pada kenyataan di dalam praktek wajib pajak selalu 

berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, dan cenderung 

melakukan penyelundupan pajak, yang tentunya melanggar perundang-

undangan perpajakan (Siti, 2017:202-203). 

Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak terutang sekecil 

mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan undang-undang. Wajib pajak 

cenderung untuk menyelundupkan pajak (tax evasion), yakni usaha 

penghindaran pajak terutang secara ilegal, sepanjang wajib pajak tersebut yakin 

bahwa mereka tidak akan ditangkap, dan bahwa orang lain pun melakukan hal 

yang sama (Chairil, 2013: 4-5). 

Faktor paling utama yang menjadikan para wajib pajak lebih memilih 

tindakan penggelapan pajak (tax evasion) dibandingkan penghindaran pajak 

(tax avoidance) adalah untuk melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) 

diperlukan wawasan dan pengetahuan dan kompetensi yang detail tentang 

perundang-undangan pajak sehingga dapat menemukan celah yang dapat 

ditembus untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar 

peraturan yang berlaku. Namun, tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) 

biasanya hanya dilakukan oleh para penawar jasa konsultan pajak, sehingga 

dapat disimpulkan para wajib pajak lebih memilih untuk melakukan 

penggelapan pajak (tax evasion) karena lebih mudah dilakukan walaupun 

melanggar undang-undang perpajakan (Dini, 2017). 
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Tindakan penggelapan pajak ini memberikan dampak negatif atas 

ketidakadilan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. 

Dimana keadilan pajak dapat dilihat dari unsur perlakuan pajak sesuai dengan 

kondisi material wajib pajak. Keadilan pajak adalah wajib pajak memerlukan 

perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak. Hal tersebut 

dikarenakan menurut mereka pajak hanya akan mengurangi penghasilan 

mereka (Dini, 2017). Penggelapan pajak dianggap suatu hal etis dikarenakan 

oleh minimnya keadilan dalam penggunaan uang yang bersumber dari pajak, 

korupsi, dan tidak mendapat imbalan/pengaruh atas pajak yang telah 

dibayarkan, yang berakibat kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 

menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat kepada institusi terkait dalam 

membayarkan pajaknya (McGee dan Robert, 2006). 

Wajib pajak yang dapat memenuhi kepatuhan perpajakan secara 

sukarela untuk melakukan kewajiban perpajakan secara akurat dan tepat waktu 

dalam membayar dan melaporkan pajaknya bagi yang melaksanakan 

perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak yang baik akan dapat dilihat dari 

keteraturannya untuk menyetorkan pajak. Kepatuhan wajib pajak di dasarkan 

pada adanya kesadaran secara mutlak untuk turut serta dalam pelaksanaan 

pembangunan nasioal. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak sangat erat 

hubungannya dengan penggelapan pajak. Jika tingkat kepatuhan semakin 

tinggi, maka penggelapan pajak semakin rendah (Siti dan Dewi, 2017).  

Kepatuhan pajak adalah wajib pajak yang mempunyai kesadaran untuk 

memenuhi kewajiban pajaknya. Hubungan dengan kepatuhan pajak yakni 
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diamati dari perilaku seseorang, apakah perilaku tersebut konsisten dari waktu 

ke waktu. Jika perilaku seseorang ini baik, maka seseorang ini akan mematuhi 

peraturan perpajakan yang ada sehingga kecenderungan untuk melakukan 

penggelapan pajak akan tidak beretika untuk dilakukan (Harmi, 2017).  

Kemungkinan terdeteksinya kecurangan adalah seberapa besar 

kemungkinan terdeteksinya kecurangan jika dilakukan pemeriksaan. Ada 

bermacam cara dilakukan pemerintah dalam mendeteksi kecurangan yang 

terjadi yaitu dengan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan 

dengan sistem dan disiplin yang baik akan membuat wajib pajak takut ataupun 

enggan untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak 

merasa lebih dikontrol dengan adanya pemeriksaan. Pemeriksaan yang 

dilakukan secara intensif ataupun dalam periode teratur maka penggelapan 

pajak akan semakin kecil (Chrisna, 2015). 

Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berhubungan dengan 

pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan mencegah terjadinya 

penggelapan pajak (tax evasion). Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara 

profesional oleh pemeriksa pajak dalam kerangka self assessment system 

merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Pemeriksaan pajak 

merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem self assessment yang dilakukan 

oleh wajib pajak yang harus berpegang teguh pada Undang-Undang 

Perpajakan. Hal ini mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi wajib 

pajak untuk melakukan tindakan kecurangan dengan melakukan tax evasion, 
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baik wajib pajak yang sedang diperiksa itu sendiri maupun wajib pajak lainnya 

(Siti, 2017: 218). 

Penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan mengenai pengaruh 

keadilan pajak, kepatuhan wajib pajak dan kemungkinan terdeteksinya 

kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (tax 

evasion), peneliti  menemukan adanya perbedaan pendapat atau research gap 

dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, diantaranya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Chrisna (2015), McGee dan Robert (2006),  Dini (2017), 

Enggar dan Ronny (2019) dan Orin (2019) yang menemukan bahwa keadilan 

pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai  penggelapan pajak 

(tax evasion), namun berbeda dengan temuan dari penelitian Mila dkk (2015), 

Mirah dan Gusti (2016), Putu dkk (2016), Siti dan Dewi (2017) dan Marlina 

(2018) menemukan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi 

wajib pajak mengenai penggelapan pajak (tax evasion). 

Penelitian oleh Feby dan Yenny (2014), Kadek dkk (2017) dan Harmi 

(2017) menemukan bahwa kepatuhan berpengaruh terhadap persepsi wajib 

pajak mengenai penggelapan pajak (tax evasion), berbeda dengan penelitian 

dari Putu dkk (2016), Siti dan Dewi (2017)  Marlina (2018) menemukan bahwa 

kepatuhan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai 

penggelapan pajak (tax evasion). 

Penelitian dari Riski (2015), Auliya (2015) dan Lya (2017) menemukan 

bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi 

wajib pajak mengenai penggelapan pajak (tax evasion), namun berbeda dengan 
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penemuan dari Kadek dkk (2017), Endang (2018) Siti dan Dewi (2017), 

Marlina (2018) dan Orin (2019) menemukan bahwa kemungkinan 

terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (tax 

evasion). 

Fakta dilapangan menunjukkan  sampai saat ini pendapatan pemerintah 

dari sektor pajak belumlah maksimal. Berikut peneliti tampilkan target dan 

realisasi penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir :  

Tabel I.1 

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 

Tahun Target 

Penerimaan Pajak 

Realisasi 

Penerimaan Pajak 

Persentase 

Penerimaan Pajak 

2014 707. 805.553.926 760.566.803.069 107, 5% 

2015 1.087.012.594.020 959.707.546.314 88, 3% 

2016 1.353.692.811.993 1.154.568.018.476 85, 3 % 

2017 1.407.583.325.000 1.267.059.009.991 90,02% 

2018 1.524.675.629.000 1.480.690.166.231 97,1% 

Sumber : KPP Pratama Ilir Barat, 2020 

 

Berdasarkan uraian tabel I.1 dapat dilihat bahwa penerimaan dari sektor 

pajak belumlah maksimal, hanya pada tahun 2014 target penerimaan pajak 

dapat tercapai, namun seiring berkembangnya waktu penerimaan pajak 

fluktuatif dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat indikasi perilaku ketidakpatuhan wajib pajak untuk memenuhi 

kewajibannya dalam membayar pajak. Perilaku tersebut wajib pajak cenderung 

mengupayakan untuk membayar pajak serendah-rendahnya, bahkan jika 

memungkinkan akan berusaha untuk menghindarinya hal tersebut termasuk 

perilaku penggelapan pajak (tax evasion). 

Salah satu instansi terkait yang berperan penting dalam menghimpun 

pajak pusat masyarakat adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kantor 
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Pelayanan Pajak berperan penting dalam memberikan pelayanan kepada wajib 

pajak yang membutuhkan bantuan jika terjadi suatu masalah dalam proses 

menghitung, menyetor dan melaporkan pajak  terhutangnya. Direktorat 

Jenderal Pajak telah menetapkan dan menginstruksikan kepada KPP untuk 

mengupayakan pelaksanaan semua ketentuan dan aturan, antara lain dengan 

penyediaan beberapa fasilitas-fasilitas untuk mempermudah wajib pajak dalam 

urusan perpajakannya khususnya dalam penyampaian Surat Pemberitahuan 

(SPT) Tahunan. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang digunakan 

oleh wajib pajak untuk melakukan perhitungan dan pembayaran pajak yang 

terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Berikut ini merupakan data pelaporan SPT Tahunan wajib pajak yang 

dilaporkan di KPP Pratama Ilir Barat. 

Tabel I.2 

Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak di KPP Pratama Ilir Barat 

Tahun WP Terdaftar 

Wajib SPT 

Realisasi SPT Rasio 

Kepatuhan 

2015 73.267 51.610 70,45% 

2016 75.159 51.073 67, 95% 

2017 59.540 47.648 80,03% 

2018 66.360 50.553 76,18% 

2019 65.455 49.404 75,48% 

Sumber : KPP Pratama Ilir Barat, 2020 

Berdasarkan Tabel I.2 menunjukkan bahwa terjadi penurunan pada 

jumlah penerimaan SPT  pada tahun 2018 dan 2019. Hal ini menunjukkan 

bahwa tingkat kesadaran wajib pajak dalam melakanakan kewajiban 

perpajakannya masih belum baik karena masih banyak wajib pajak yang 

kurang patuh dalam pembayaran pajaknya. Masalah kepatuhan ini dapat 

menyebabkan penerimaan negara dari sektor pajak berkurang.  
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Berbagai kasus kecurangan terjadi di Indonesia seperti kasus 

penggelapan pajak yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

pemerintah Kota Palembang yaitu Nana Mardiana, yang pada saat kasus ini 

bergulir bertugas sebagai Bendahara Kesbangpol Linmas Kota Palembang 

periode 2008-2010, serta Sana Masni, PNS di Setda Kota Palembang. Putusan 

Pengadilan Negeri Palembang untuk terdakwa Nana Mardiana yaitu pidana 

penjara selama 2 tahun 3 bulan serta denda sebesar Rp.376.548.854 subsider 6 

bulan penjara sedangkan terdakwa Sana Masni, yaitu pidana penjara selama 1 

tahun 5 bulan penjara serta denda sebesar Rp.376.548.854 subsider 5 bulan 

penjara. Kasus ini berawal dari adanya kecurigaan saat dilakukan pengawasan 

pembayaran melalui Surat Setoran Pajak (SSP) oleh KPP Pratama Ilir Barat. 

Setelah dilakukan pemeriksaan tersangka diduga tidak menyetorkan pajak yang 

telah dipungutnya dan membuat SSP yang tidak sah. Adapun kerugian negara 

yang ditimbulkan oleh tersangka Nana Mardiana dan Sana Masni adalah 

sebesar Rp.576.971.553 (pajak.go.id : 2015). 

Kasus penggelapan yang terjadi selanjutnya yaitu Ir. Halim Thamsurie 

yang merupakan pengurus PT.Felicia Tunas Persada (FTP), terdakwa kasus 

penggelapan pajak senilai Rp2,3 milyar. Majelis hakim PN Klas 1A Palembang 

menjatuhkan vonis penjara selama 3,5 tahun dan denda sebesar dua kali pajak 

terhutang atau senilai Rp4,6 milyar kepada terdakwa. Terdakwa didakwa 

melanggar pasal 39 ayat (1) huruf I undang-undang nomor 6 tahun 1983. 

Sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan undang-undang nomor 28 tahun 

2007. Dan terakhir dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang 

https://sumeks.co/dinilai-tak-koperatif-halim-diganjar-35-tahun-dan-denda-rp46-milyar/
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ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 64 ayat (1). Undang-undang 

hukum pidana karena terdakwa tidak menyetorkan dana pajak dari tahun 2010 

hingga tahun 2012. Yang mengakibatkan negara mengalamai kerugian sebesar 

Rp 2.349.821.914. Sebagaimana terungkap dalam dakwaan JPU, Adi Purnama, 

SH ikhwal awal terjadinya kasus penggelapan pajak ini saat di tahun 2010, 

2011 dan 2012. Terdakwa menggunakan PT.FTP mengikat kontrak dengan tiga 

perusahaan yakni PTPN VII, PT Trakindo Utama dan PT MHP. Untuk 

melakukan pungutan langsung PPh 10 persen yang besarannya senilai lebih 

kurang Rp2,3 Milyar. Namun, begitu pemotongan pajak tersebut telah 

dibayarkan ketiga perusahaan. Tapi oleh terdakwa sama sekali tak disetorkan 

ke kas negara dalam hal ini ke kantor pajak (detiksumsel.co: 2019). 

Tabel I.3 

Survei Pendahuluan 
Wajib Pajak Hasil Survei Pendahuluan 

Bayu Prasetyo Bayu mempersepsikan bahwa penggelapan pajak terjadi karena 

adanya ketidakpatuhan dari wajib pajak.  Karena kepatuhan 

muncul dari kesadaran wajib pajak untuk melaporkan 

penghasilan yang sebenarnya. Mereka yang melakukan 

penggelapan pajak dengan cara sengaja melanggar undang-

undang perpajakan dengan tujuan untuk memperkecil 

pembayaran pajak yang telah menjadi kewajibannya 

 

Selvi Yunita Selvi mempersepsikan bahwa penggelapan pajak terjadi karena 

adanya ketidakpatuhan dari wajib pajak. Perilaku tersebut 

dipengaruhi oleh niat wajib pajak itu sendiri,  Penggelapan pajak 

yang dilakukan oleh wajib pajak sangat merugikan negara dan 

kepentingan masyarakat.  

 

Abdul Halim 

Mahmud 

 

Abdul mempersepsikan bahwa penggelapan pajak terjadi karena 

kemungkinan terdeteksinya kecurangan (pemeriksaan pajak). 

Karena sepengetahuan WPOP belum pernah ada wajib pajak 

yang diperiksa secara langsung laporan keuangannya, karena 

fiskus tahu penghasilan pajaknya dari penghasilan yang mereka 

laporkan sendiri yang mana sifatnya masih satu arah berarti 

belum ada kontrol dari fiskus. Jadi, mereka melakukan 

penggelapan pajak karena tidak ingin membayar pajak yang 

besar. 
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Dwi Astuti Dwi mempersepsikan bahwa penggelapan pajak terjadi karena 

keadilan. Karena  minimnya keadilan dalam penggunaan uang 

yang bersumber dari pajak untuk digunakan dalam memenuhi 

kepentingan masyarakat banyak. Uang pajak seharusnya 

digunakan untuk pelayanan umum dan kesejahteraan umum 

tetapi hal tersebut belum benar-benar dirasakan. 

Sumber : Penulis,2020 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Keadilan Pajak, Kepatuhan Wajib 

Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Pajak Terhadap 

Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengeni Penggelapan Pajak (Tax 

Evasion)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat dirumuskan yaitu bagaimanakah pengaruh keadilan pajak, kepatuhan 

wajib pajak dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak terhadap 

persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai  Penggelapan Pajak (Tax 

Evasion). 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui tentang pengaruh keadilan pajak, kepatuhan wajib pajak dan 

kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak terhadap persepsi Wajib Pajak 

Orang Pribadi mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). 

D. Manfaat Penelitian 

 Selanjutnya, melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat 

menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi penelitian sendiri, bagi 
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masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti 

tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi Penulis 

Dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh 

keadilan pajak, kepatuhan wajib pajak, dan kemungkinan terdeteksinya 

kecurangan pajak terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai 

Penggelapan Pajak (Tax Evasion). 

2. Bagi KPP Pratama Palembang Ilir Barat 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan dorongan bahwa 

betapa pentingnya pengaruh keadilan pajak, kepatuhan wajib pajak, dan 

kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak terhadap persepsi Wajib 

Pajak Orang Pribadi mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). 

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi peneliti selanjutnya 

untuk mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta 

pemikiran dan illmu pengetahuan khusus yang berkaitan dengan pengaruh 

keadilan, kepatuhan pajak, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan 

terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Penggelapan Pajak 

(Tax Evasion).
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